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BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI SUMBAWA,

bahwa sesuai ketentuan Pasal 320 ayat {1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah
menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah
diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat
6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

bahwa  berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan

Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2018;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; )

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286); 1
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10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pgjak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tammbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4028};

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 20035 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
{(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
450); L



24. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sumbawa Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 522);

25. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa
Tahun 2017 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 5 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Sumbawa Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa
Tahun 2018 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
dan
BUPATI SUMBAWA

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 berupa laporan keuangan memuat :

Laporan Realisasi Anggaran;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

Neraca;

Laporan Operasional;

Laporan Arus Kas;

Laporan Perubahan Ekuitas; dan

g. Catatan atas Laporan Keuangan.

o ope g

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan
Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah dan Ikhtisar
Laporan Keuangan Pemerintah Desa.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
huruf a, adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan Rp. 1.604.617.445.655,24
b. Belanja dan Transfer Rp. 1.684.211.294.640,21
Surplus/defisit ' (Rp. 79.593.848.984,97)
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¢. Pembiayaan

1. Penerimaan Rp. 165.952.521.322,61
2. Pengeluaran Rp. 0,00
Surplus/defisit Rp. 165.952.521.322,61
Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
adalah sebagai berikut :

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
(Rp.26.367.337.383,76) dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran pendapatan

setelah perubahan Rp. 1.630.984.783.039,00
2. Realisasi Rp. __1.604.617.445.655,24
Selisih lebih/(kurang) Rp. 26.367.337.383,76

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumiah
{Rp.89.680.938.739,40} dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran belanja dan transfer

setelah perubahan Rp. 1.773.892.233.379,61
2. Realisasi Rp... 1684211.20464021
Selisih lebih/(kurang) Rp. 89.680.938.739,40

c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah
(Rp.63.313.601.355,64) dengan rincian sebagai berikut :

1. Surplus/defisit setelah perubahan (Rp. 142.907.450.340,61)
2. Realisasi : (Rp. 79.593.848.984,97)
Selisih lebih/(kurang) (Rp. 63.313.601.355,64)

d. Selisih énggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumiah
(Rp.23.045.070.982,00) dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran penerimaan pembiayasan

setelah perubahan Rp. 142.907.450.340,6 1
2. Realisasi Rp. 165.952.521.322.61
Selisih lebih/(kurang) (Rp. 23.045.070.982,00)

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah
Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran pengeluaraan pembiayaan

setelah perubahan Rp. 0,00
2. Realisasi Rp. 0,00
Selisih lebih /(kurang) Rp. 0,00

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah
(Rp.23.045.070.982,00) dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran pembiayaan neto setelah

perubahan Rp. 142.907.450.340,61
2. Realisasi Rp. 165.952.521.322.61
Selisih lebih/{kurang) (Rp. 23.045.070.982,00) [
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Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp. 95.956.287.351,61
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan
Pembiayaan Tahun Berjalan Rp. 95.956.287.351,61
Sub Total (a-b) Rp. 0,00
c. Silpa/{Sikpa) Rp. 86.358.672.337.64
Sub Total Rp. - 86.358.672.337,64
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan
Tahun Sebelumnya Rp. 0,00
e. Lain-lain Rp. 0,00
f. Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp. 86.358.672.337,64
Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat {1) huruf c per 31 Desember
2018 adalah sebagai berikut :

a. Jumlah aset : Rp. 3.063.460.725.275,63

b. Jumlah kewajiban Rp. 3.621.957.107,38

c. Jumlah ekuitas Rp. 3.059.838.768.168,25
Pasal &

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d,
adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan Rp. 1.638.646.042.989,26
b. Beban Rp. 1.503.827.204.179,00
Surplus/Defisit dari Operasi Rp. 134.818.838.810,26

¢. Surplus/Defisit dari Kegiatan non operasional Rp. 0,00
d. Surplus/Defisit sebelum pos luar biasa Rp. 134.818.838.810,26
€. Pos Luar Biasa {Rp. 331.824.010,00)
Surplus/Defisit-LO Rp. 134.487.014.800,26

Pasal 7

Leporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk
tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2018 Rp. 95.956.287.351,61

b. Arus kas dari aktivitas operasi Rp. 243.014.672.621,25

c. Arus kas dari aktivitas investasi (Rp. 322.608.521.606,22)

d. Arus kas dari aktivitas pendanaan Rp. 69.996.233.971,00

€. Arus kas dari aktivitas transitoris Rp. 0,00

f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2018 Rp. 86.474.965.357,64 \/
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Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
huruf f, adalah sebagai berikut :

a. Ekuitas awal Rp. 2.875.481.360.677,60
b. Surplus/Defisit LO Rp. 134.487.014.800,26
c. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/ '
kesalahan mendasar Rp. 49.870.392.690,39
1. Koreksi Ekuitas Aset Tanah (Rp. 7.496.741.000,00)
2. Koreksi Ekuitas Aset Peralatan dan (Rp. 11.408.308.982,72)
Mesin
3. Koreksi Ekuitas Aset Gedung dan (Rp. 20.744.991.269,19)
Bangunan _
4. Koreksi Ekuitas Aset Jalan Jaringan dan Rp. 8.295.240.235,50
Irigasi
5. Koreksi Ekuitas Aset Tetap Lainnya (Rp. 2.099.320.267,23)
6. Koreksi Ekuitas KDP (Rp. 540.816.179,58)
7. Koreksi Ekuitas Aset Tak Berwujud Rp. 23.500.000,00
8. Koreksi Ekuitas Aset Lainnya Rp. 11.220.105.571,72
9. Koreksi Ekuitas Lainnya Rp. 72.621.724.581,89
d. Ekuitas akhir Rp. 3.059.838.768.168,25
Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
huruf g untuk tahun anggaran 2018 memuat informasi baik secara kuantitatif
maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (1} tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;

Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran
Menurut Urusan Pemerintahan Daerah
dan Organisasi;

Lampiran 1.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran
Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;

Lampiran 1.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja
Daerah Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program dan
Kegiatan;

Lampiran 1.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja
Daerah untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintahan
Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka

Pengelolaan Keuangan Negara; J
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(2)

(3)

@M Al o

| -
.

B

# 30T O

Lampiran II

Lampiran 11
Lampiran IV
Lampiran V
Lampiran VI
Lampiran VII
Lampiran VIII
Lampiran IX

Lampiran X
Lampiran XI
Lampiran XII
Lampiran XIII
Lampiran XIV
Lampiran XV
Lampiran XVI
Lampiran XVII

Lampiran XVIiI
Lampiran XIX

: Laporan Perubahan Saldo Anggaran

Lebih;

: Laporan Operasional;

: Laporan Perubahan Ekuitas;

: Neraca;

: Laporan Arus Kas;

: Catatan atas Laporan Keuangan;

: Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah,;

: Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang

Tidak Tertagih;

. Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan

Penyisihan Dana Bergulir;

: Daftar Penyertaan Modal (Investasi
Daerah);
: Daftar Rekapitulasi Realisasi

Penambahan dan Pengurangan Aset
Tetap Daerah;
Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;

: Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam

Pengerjaan;

: Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;

: Daftar Dana Cadangan Daerah;

: Daftar Kewajiban Jangka Pendek;

: Daftar Kewajiban Jangka Panjang; dan

: Daftar Kegiatan-kegiatan Yang Belum

Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan
Dianggarkan Kembali Dalam Tahun
Anggaran Berikutnya;

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) tercantum dalam Lampiran XX yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Ikhtisar Laporan Keuangan Pemerintah Desa scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah sebagai rincian dari

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. J
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 14 Agustus 2019

!' BUPATI SUMBAWA, [

K\Q,M HUSNI DJIBRIL

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 14 Agustus 2019

Pj. SEKRETARIS DAXRAH KABUPATEN SUMBAWA,

MUHAMMAD IKHSAN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2019 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR : 50 TAHUN 2019



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

I. UMUM

Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 disusun
untuk memenuhi azas akuntabilitas dan transparansi pengelolaan
keuangan daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban Bupati Sumbawa
kepada rakyat Sumbawa melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sumbawa yang teiah memberikan amanat untuk menjalankan
roda pemerintahan di Kabupaten Sumbawa.

Peraturan Daerah ini memuat laporan keuangan yang meliputi
Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih,
Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan
Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan, yang telah diperiksa oleh
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa
Tenggara Barat dan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP} serta
dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik
Daerah /Perusahaan Daerah.

Peraturan Daerah ini terdiri dari 21 {dua puluh satu) lampiran yaitu :

a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;

Lampiran 1.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut
Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

Lampiran 1.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan;

Lampiran 1.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah
Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program dan Kegiatan;

Lampiran 1.4 . Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah
Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan

Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka
Pengelolaan Keuangan Negara;

b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
¢. Lampiran III : Laporan Operasional;
d. Lampiran IV . Laporan Perubahan Ekuitas;
e. Lampiran V : Neraca;
f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
g. Lampiran Vil : Catatan atas Laporan Keuangan;
h. Lampiran VIII  : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah; [
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II.
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“m "o v o B g

u.

PASAL DEMI PASAL

Lampiran IX
Lampiran X

Lampiran XI
Lampiran XII

. Lampiran XIII

Lampiran XIV
Lampiran XV
Lampiran XVI
Lampiran XVII
Lampiran XVIII
Lampiran XIX

Lampiran XX

Lampiran XX}

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas ‘

: Daftar Rekapitulasi

Penyisihan Piutang Tidak
Tertagih,;

: Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan

Dana Bergulir;

: Daftar Penyertaan Modal {Investasi Daerah);
: Daftar Rekapitulasi

Realisasi Penambahan dan

Pengurangan Aset Tetap Daerah;

Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;

Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;

Daftar Dana Cadangan Daerah;

: Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
: Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
: Daftar Kegiatan-kegiatan Yang Belum Diselesaikan

Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali
Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;

: Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik

Daerah /Perusahaan Daerah;

: Ikhtisar Laporan Keuangan Pemerintah Desa;
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Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 683
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